Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi perizinan
tertentu perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang

Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik
Indonesia 2966);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok—Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043);
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3469);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3470);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoensia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pedoman dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 3527);
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Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara
Tahun 1993 Nomor 3528, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3528);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana
dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor
3529, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3529)

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4230);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang
Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan
Bagi Perusahaan Industri;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011,
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Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006
tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2007
tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan Bangunan
dan Lingkungan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis IMB Gedung;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun
2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan lkan;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2008
tentang Usaha Perikanan Tangkap, sebagaimana telah dirubah
dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12
Tahun 2009;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003
tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan
Kendaraan Umum;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2005
Tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005
Nomor 3 Tahun 2005 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2002
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2002 Nomor 4/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Malang Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2006 Nomor 6/A);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007
tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam
Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2007
tentang Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
Dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Malang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kas Umum Daerah, adalah Kas Umum Kabupaten Malang.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

8. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi
daerah.

9. Wajib retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi yang terhutang termasuk pemungut atau pemotongan
retribusi tertentu.

10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan.
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Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas Kkegiatan,
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.
Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan
tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di
dalam tanah dan/atau air, yang berupa bangunan gedung maupun bangunan
konstruksi lain bukan gedung.
Mendirikan bangunan adalah:
a. Mendirikan, memperbaiki, memperluas, mengubah atau membongkar sesuatu
bangunan;
b. Melakukan pekerjaan tanah untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan diatas tanah.
Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau
di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan,
kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
Bangunan gedung umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk
kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi
sosial dan budaya.
Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk
kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam
pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus
dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting
terhadap masyarakat dan lingkungannya.
Bangunan konstruksi lain bukan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau
seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi
sebagai sarana manusia melakukan kegiatannya, baik untuk tower, jaringan
telekomunikasi, jaringan listrik maupun hal-hal sejenis sesuai pedoman dan
standar teknis yang ditetapkan.
Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur
bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.
Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan
umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas)
tahun.
Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi
dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
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Menara (tower) adalah bangunan yang menjulang tinggi, dengan luas dasar dan
luas pada ujung bangunan tidak sama besar dan/atau dapat berbentuk prisma
tidak beraturan, limas atau kerucut.

Pagar adalah suatu bangunan pemisah yang dikonstruksi untuk membatasi persil.
Klasifikasi bangunan adalah klasifikasi dari fungsi bangunan berdasarkan
pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
Keterangan tata ruang kota adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan
dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun
baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai
dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dan luas
lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata
ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan dan luas tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan
rencana tata bangunan dan lingkungan.

Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase
perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang
diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan
dan lingkungan.

Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka
persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan
rencana tata bangunan dan lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil
perencanaan tata ruang wilayah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan
daerah.

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat
RDTRKP adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah ke dalam
rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah
panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan
ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum
dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan
pedoman pengendalian pelaksanaan.

Pedoman teknis adalah acuan teknis yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari
Peraturan Daerah ini dalam bentuk ketentuan teknis penyelenggaraan bangunan.
Standar teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar
spesifikasi, dan standar metode uji baik berupa Standar Nasional Indonesia
maupun standar internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan
bangunan.
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Penyelenggaraan bangunan adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses
perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan,
pelestarian dan pembongkaran bangunan.

Penyelenggara bangunan adalah pemilik bangunan, penyedia jasa konstruksi
bangunan, dan pengguna bangunan.

Pemilik bangunan adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau
perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.

Laik fungsi adalah suatu kondisi bangunan yang memenuhi persyaratan
administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan yang
ditetapkan.

Perencanaan teknis adalah proses membuat gambar teknis bangunan dan
kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarencana, pengembangan rencana
dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas: rencana arsitektur, rencana
struktur, rencana mekanikal/elektrikal, rencana tata ruang luar, rencana tata
ruang-dalam/interior serta rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya,
dan perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan standar teknis yang
berlaku.

Pertimbangan teknis adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan yang disusun
secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis
bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian,
maupun pembongkaran bangunan gedung.

Penyedia jasa konstruksi bangunan adalah orang perorangan atau badan yang
kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi bidang bangunan dan
meliputi perencana teknis, pelaksana konstruksi, pengawas/manajemen
konstruksi, termasuk pengkaji teknis bangunan dan penyedia jasa konstruksi
lainnya.

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan adalah berbagai kegiatan
masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak dan keinginan masyarakat
untuk memantau dan menjaga ketertiban, memberi masukan, menyampaikan
pendapat dan pertimbangan, serta melakukan gugatan perwakilan berkaitan
dengan penyelenggaraan bangunan.

Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga
atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan, termasuk masyarakat
hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan
bangunan gedung.

Gugatan perwakilan adalah gugatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan
bangunan yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili kelompok
dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan mereka sendiri dan sekaligus
mewakili pihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum
antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.

Pembinaan penyelenggaraan bangunan adalah kegiatan pengaturan,
pemberdayaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan
yang baik sehingga setiap penyelenggaraan bangunan dapat berlangsung tertib
dan tercapai keandalan bangunan yang sesuai dengan fungsinya, serta
terwujudnya kepastian hukum.
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Pengaturan adalah penyusunan dan pelembagaan peraturan perundang-
undangan, pedoman, petunjuk, dan standar teknis bangunan sampai di daerah
dan operasionalisasinya di masyarakat.

Pemberdayaan adalah kegiatan untuk menumbuh kembangkan kesadaran akan
hak, kewajiban, dan peran para penyelenggara bangunan gedung dan aparat
pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan
perundang-undangan bidang bangunan dan upaya penegakan hukum .

Gangguan adalah sesuatu yang mengganggu dan/atau merintangi dan/atau
menghalangi dan/atau menyebabkan kurang lancar dan/atau menimbulkan
bahaya serta kerugian.

Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau
badan dilokasi tertentu yang meliputi pengendalian dan pengawasan supaya
usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang
retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup
yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL
adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan
yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Audit Lingkungan Hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan
terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar
yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang
bersangkutan.

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat
lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan
mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk
angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki
tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang
beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat
duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang
beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
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Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa
angkutan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap serta lintasan tetap
baik berjadwal maupun tidak terjadwal.

Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi, BUMN, BUMD dan badan
hukum lain yang menyediakan pelayanan jasa angkutan yang mempunyai asal
dan tujuan perjalanan tetap serta lintasan tetap baik berjadwal maupun tidak
terjadwal.

Kartu Pengawasan adalah kutipan surat izin trayek dan/atau operasi untuk setiap
kendaraan bermotor umum.

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang
telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan
pemanfaatan sumberdaya ikan, lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi,
pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam sistem bisnis
perikanan.

Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus
hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

Kelautan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan
pemanfaatan sumberdaya laut yang meliputi Eksploitasi dan Eksplorasi laut.
Usaha Perikanan adalah semua usaha orang perorangan atau badan hukum yang
berhubungan dengan kegiatan pengelolaan sumberdaya ikan.

Usaha Penangkapan lkan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan
yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk
kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,
mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.

Usaha Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan
dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun
termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan
komersial.

Usaha Pengolahan lkan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan
baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.

Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk
menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau
mengawetkan.

Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk
mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan
atau mengawetkan.

Rumpon adalah alat bantu pengumpul ikan yang berupa benda atau struktur yang
dirancang atau yang dibuat dari bahan alami atau buatan yang ditempatkan
secara tetap atau sementara pada perairan laut.

Surat ljin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUPKAN adalah izin
tertulis yang harus dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum untuk
melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang
tercantum dalam izin tersebut.
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Surat Izin Penangkapan lkan, yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis
yang harus dimiliki oleh pemegang SIUPKAN untuk melakukan usaha
penangkapan ikan.

Surat 1zin Pembudidayaan lkan yang selanjutnya disingkat SPI adalah izin tertulis
yang harus dimiliki oleh pemegang SIUPKAN untuk setiap satuan luas areal lahan
tertentu untuk melakukan kegiatan budidaya ikan.

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis
yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan
ikan.

Surat Izin Pemasangan Rumpon selanjutnya disingkat SIPR adalah izin tertulis
yang harus dimiliki oleh setiap satuan rumpon.

Surat Izin Pengolahan Ikan selanjutnya disingkat SIPHAN adalah izin tertulis yang
harus dimiliki oleh pemegang SIUPKAN untuk melakukan usaha pengolahan ikan.
Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu
bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi
yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di
bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.



13

BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

a.

b
C.
d

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

. Retribusi Izin Gangguan;

Retribusi Izin Trayek; dan;

. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB Il
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN,;
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan

perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

(1)

(2)

3)

Pasal 4

Objek Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pemberian izin

pendirian suatu bangunan meliputi:

a. Peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan (Advice
planning);

b. Mendirikan Bangunan/pembangunan baru;

c. Rehabilitasi/renovasi meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/
pengurangan; dan

d. Pelestarian/pemugaran.

Objek Retribusi IMB dengan kegiatan peninjauan desain dan pemantauan

pelaksanaan pembangunan (Advice planning) sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, adalah cetak peta yang memuat keterangan perencanaan (advice

planning) atau fatwa rencana dengan melalui tahapan pelaksanaan survey lokasi,

pengukuran tanah, perencanaan untuk peruntukan lokasi bangunan.

Objek Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ¢ dan d

dilakukan dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB),

Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan

pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka

memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
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(4) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh IMB.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa IMB dihitung dan ditentukan berdasarkan advice planning,
luas fungsi bangunan, letak bangunan, tingkat bangunan dan tingkat permanensi
bangunan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

(1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditujukan untuk
menutup semua atau sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin
berdasarkan sasaran/klasifikasi:

a. bangunan gedung; dan
b. bangunan konstruksi lain bukan gedung.

(2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai

berikut:

a. rumah tinggal tunggal atau rumah tinggal biasa;

b. rumah tinggal deret;

c. rumah tinggal luar biasa atau rumah susun termasuk flat dan atau
condominium,;

rumabh tinggal villa;

rumah tinggal asrama;

rumah tinggal campuran dan sejenisnya;

bangunan masjid termasuk mushola;

Sae ™o o

bangunan gereja termasuk kapel;

bangunan pura;
J. bangunan vihara;
k. bangunan kelenteng dan sejenisnya;
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bangunan perkantoran: perkantoran pemerintah, perkantoran niaga dan
sejenisnya;

. bangunan perdagangan: pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mall dan

sejenisnya;

bangunan perindustrian: industri kecil, industri sedang dan industri besar/berat;
bangunan perhotelan: hotel, motel, hostel, penginapan dan sejenisnya;
bangunan wisata dan rekreasi: tempat-tempat wisata, bioskop dan sejenisnya;
bangunan terminal: stasiun kereta api, terminal bus, terminal udara, halte bus,
pelabuhan laut dan sejenisnya;

bangunan tempat penyimpanan: gudang, gedung tempat parkir dan sejenisnya.
bangunan gedung pelayanan pendidikan: taman kanak-kanak, sekolah dasar,
sekolah lanjutan, perguruan tinggi pendidikan luar biasa dan sejenisnya;
bangunan gedung pelayanan kesehatan: puskesmas, poliklinik, rumah bersalin,
rumah sakit klas A, B, C dan sejenisnya;

. bangunan gedung kebudayaan: museum, gedung kesenian, gallery dan

sejenisnya;

bangunan gedung laboratorium;

bangunan gedung-gedung umum : hall, gedung pertemuan, perpustakaan,
stadion/ruang yang dikelilingi bangunan atau pagar (enclusure) atau panggung
(platform) dalam atau di atas mana sejumlah penduduk pada umumnya atau
kadang-kadang berkumpul.

(3) Bangunan konstruksi lain bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b adalah sebagai berikut:

a.

® oo o

menara komunikasi operator-operator telpon seluler;

menara radio komunikasi;

menara pemancar radio;

menara pemancar televisi; dan

sejenisnya sesuai pedoman dan standar teknis yang ditetapkan.

Pasal 8

(1) Perhitungan besarnya Retribusi IMB meliputi komponen retribusi dan biaya.

(2) Perhitungan besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam Lampiran IA, IB, IC, ID, IE, IF ,dan IG Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

(1) Struktur tarif Retribusi IMB meliputi:

L
\%

. Luas lantai bangunan.
: Volume/besaran (dalam satuan m2, m, unit).
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I . Indeks.
It . Indeks terintegrasi.
Tk . Tingkat kerusakan : 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk

tingkat kerusakan berat
HSbg : Harga satuan retribusi bangunan
HSpbg : Harga satuan retribusi prasarana bangunan
1,00 . Indeks pembangunan baru.
(2) Besarnya tarif retribusi berdasarkan rumus sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IA Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi 1zin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas
pelayanan pemberian izin gangguan.

Pasal 11

(1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan
kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya,
kerugian dan/atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan
usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban,
keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan
memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

(2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Daerah;

b. Kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan
Kawasan Ekonomi Khusus;

c. Kegiatan yang berbeda di dalam bengunan atau lingkungan yang telah
memiliki izin gangguan; dan

d. Usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil
yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.
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Pasal 12

Subjek Retribusi izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang mengadakan
usaha yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau termasuk
pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah
terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara

ketertiban lingkungan dalam memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa lIzin Gangguan diukur sesuai kegiatan

pengecekan, pengukuran, pemeriksaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian
yang dilakukan dan dihitung berdasarkan kawasan lingkungan, jalan lingkungan, indeks
gangguan dan luas ruang tempat usaha.

(1)

(2)

®3)

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditujukan untuk
menutup semua atau sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin
berdasarkan sasaran/klasifikasi:

a. Kawasan lingkungan;

b. Jalan lingkungan;

c. Indeks gangguan; dan

d. Luas ruang tempat usaha.

Kawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai
berikut:

a. Kawasan / lingkungan Industri.

b. Kawasan / lingkungan Permukiman/Social.

c. Kawasan / lingkungan Lain-lain.

Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai
berikut:

a. Jalan Arteri.

b. Jalan Kolektor.

c. Jalan Lokal, dan

d. Jalan Lingkungan.
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Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ adalah sebagai
berikut:

a.
b.

C.

Besar.
Menengah dan
Kecil.

Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah
Luas ruang tempat usaha yang dimohon.

Pasal 15

Persyaratan Izin Gangguan meliputi:

a.
b.

C.

Mengisi formulir permohonan izin;

Melampirkan fotokopi KTP pemohon bagi usaha perorangan atau akta
pendirian usaha bagi yang berbadan hukum;

Melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah.

Formulir permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
paling sedikit memuat:

S@e@ ™o 2o oTp

Nama penanggung jawab usaha/kegiatan;

Nama perusahaan,;

Alamat perusahaan;

Bidang usaha/kegiatan;

Lokasi kegiatan;

Nomor telepon perusahaan,;

Wakil perusahaan yang dapat dihubungi;

Ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan
usaha; dan

Pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Bagian Keempat
Masa berlaku, Perubahan dan Pencabutan izin

Pasal 16

Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya dan dievaluasi setiap 3
(tiga) tahun.

Pasal 17

(1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal
melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari
sebelumnya sebagai akibat dari:
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Perubahan sarana usaha;

Penambahan kapasitas usaha,

Perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
Perubahan waktu atau durasi operasi waktu

Qo oW

(2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang disekitar lokasi usahanya setelah
diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.

(3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh
pelaku usaha, Pemerintah Daerah dapat mencabut izin usaha.

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Setiap orang atau Badan yang akan mendirikan tempat usaha dan mengajukan
permohonan lzin Gangguan terlebih dahulu dilakukan peninjauan lapangan.

BAB V
RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 20

Dengan nama Retribusi 1zin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas
pemberian 1zin Trayek.

Pasal 21

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan
untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dan angkutan insidentil
pada suatu atau beberapa trayek tertentu, meliputi:

a. Pelayanan angkutan dalam trayek;

b. Pelayanan angkutan yang menyimpang dari trayeknya;

c. Pelayanan Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT)/KPS yang hilang atau rusak;

d. Denda keterlambatan.

Pasal 22

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh
izin trayek.
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Bagian Kedua
Penyelenggaraan dan Pengawasan

Pasal 23

Penyelenggaraan angkutan penumpang umum harus dilengkapi dengan izin trayek.

Pasal 24

Izin berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbarui dengan
tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

Untuk pengawasan dan pengendalian izin trayek diterbitkan kartu pengawasan yang
berlaku selama 1 (satu) tahun.
Pasal 26

Setiap pemberian izin trayek dikenakan retribusi yang pembayaran retribusinya dapat
dilakukan setiap tahun pada saat perpanjangan/pembaruan KPS.

Pasal 27

Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar
dikenakan sanksi administratif atas keterlambatan.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya tarif Retribusi
Pasal 29

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian (seluruh) atau sama dengan
biaya penyelenggaraan izin trayek.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survey
lapangan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
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Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Bagian Kesatu
Nama, objek dan subjek Retribusi

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran
atas pemberian Izin Usaha Perikanan.

Pasal 32

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin lepada orang pribadi atau
badan untuk melakukan kegiatan meliputi:

a. Usaha penangkapan ikan;

b. Usaha pembudidayaan ikan.

Pasal 33

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah setiap orang pribadi atau Badan yang
mendapat Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha, jenis komoditas, jenis alat
tangkap, dan Gross Tonage kapal perikanan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan

pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya operasional, pengawasan dan
pengendalian.
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Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Masa Retribusi

Pasal 37
Masa retribusi adalah selama jangka waktu 2 (dua) tahun.

BAB VII
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 38

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk golongan Retribusi Perizinan
Tertentu.

BAB VI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Saat Retribusi Terutang

Pasal 39

Retribusi terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat terjadinya pelayanan atau
diterbitkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua
Wilayah Pemungutan

Pasal 40
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan

Pasal 41
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

(2) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah.
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Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 42

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk
mendanai sebagian kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan
pelayanan yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Keberatan

Pasal 43

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah
atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-
alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu
keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan

pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 44

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan
menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi
keputusan oleh Kepala Daerah.

(3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala
Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.
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Pasal 45

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keenam
Pengurangan, Keringanan dan

Pembebasan Retribusi

Pasal 46

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

Bagian Ketujuh

Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 47

(1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus secara tunai sejak diterbitkannya
SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Hasil pemungutan Retribusi disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah.
(3) Tata cara pembayaran dan penyetoran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala
Daerah.
Bagian Kedelapan

Sanksi Administratif

Pasal 48

(1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap
bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.
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Penagihan terhadap wajib Retribusi yang tidak membayar tepat waktunya atau
kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat
Teguran.

BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 49

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah
dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat
2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 50

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali

jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun
tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran

tersebut.
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Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 51

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.

BAB Xl
PEMERIKSAAN

Pasal 52

Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan
perundang-undangan Retribusi.

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek
Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap
perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan

Peraturan Kepala Daerah.

BAB Xl
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 53

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar
pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

(1)

(2)

3)

(4)

BAB Xl
PENYIDIKAN

Pasal 54

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana Retribusi Daerabh;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana

di bidang Retribusi Daerah;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa,

. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 55

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana
denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang
dibayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua jenis Retribusi Perizinan
Tertentu yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang
sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih selama jangka
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang;

(2) Semua ketentuan yang menyangkut ketentuan teknis, tata cara, prosedur,
persyaratan dan penyelenggaraan serta pelayanan yang berkaitan dengan
Retribusi Perizinan Tertentu sepanjang belum ada perubahan peraturanya
dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap
berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Malang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Daerah
Tingkat Il Malang, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Mendirikan Bangunan, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2007
tentang lzin Gangguan dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun
2003 tentang Usaha Perikanan, sepanjang yang mengatur tentang tarif retribusi
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
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Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku secara
efektif pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 27 Desember 2010

BUPATI MALANG,
ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2010 Nomor 1/C



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan
kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan hal tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan
kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu
perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat,
seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-
Undang. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada
Undang-Undang.

Hasil penerimaan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif
kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar
pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi
dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan
pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan
pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah,
dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan
kebutuhan pengeluaran tersebut.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah
Daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam retribusi. Berkaitan dengan
pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan
memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan
kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem
penyelenggaraan pemerintahan negara. Perluasan kewenangan retribusi tersebut
dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif.
Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan
dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan
potensi daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu
diperlukan.



Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

b. Retribusi Izin Gangguan;

c. Retribusi Izin Trayek; dan;

d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas



Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.



Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas.



Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.



